
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI REFORMASI
BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA SUB KEGIATAN TATALAKSANA

PEMERINTAHAN PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI PAPUATENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menirnbang a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi
Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kine{a Sub Kegiatan
Tata-laksana Pemerintahan pada Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Papua Tengah, perlu membentuk Panitia
pelaksana;

b. berdasarkan pertimbangarr sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang
Pembentukan Panitia Pelaksana Fasilitasi Reformasi
Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan
Tatalaksana Pemerintahan pada Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Papua Tengah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembarar Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana teiah
diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah firmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan peraturan
Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22
tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
686s);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 lentang Hubungan
Keua,ngan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1O6 Tahun
2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan
Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6730);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahrtn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 1781);

8. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 4l;'

MEMUTUSI(AN:

Membentuk Panitia Pelaksana Fasilitasi Reformasi Birokrasi
dan Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan Tatalaksana
Pemerintahan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Papua Tengah.

Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
mempunyai tugas sebagai berikut:
1. merencanakan, menyiapkan dan melaksanalan Kegiatan

Panitia Peiaksana Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan Tatalaksana
Pemerintahan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Papua Tengah;

2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur
Papua Tengah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada DPA Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran
2024.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal I I Maret 2024

B. GUBERMIR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

*

AH PR

aslinya
a. HUKUM,

LALLO, SH
o20 2u)3r2 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan keoada Yth :

l. Kepala Biro Hukum Kementerian Delnm Ngg6ri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepalq Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.
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